
 

 

Sinergi Seluruh Elemen untuk Bersama Berantas TPPO 

Siaran Pers Nomor: B-245/Set/Rokum/MP 01/10/2019 

Kupang, NTT (15/10) – ”Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan 

kemanusiaan yang akar penyebab masalahnya kompleks, beragam, dengan modus yang 

terus berkembang. Untuk itu, dalam upaya memberantas TPPO dari hulu sampai hilir di 

Indonesia diperlukan sinergi dan harmonisasi dari seluruh pihak terkait, mulai dari 

keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, dunia usaha, lembaga masyarakat, dan lembaga 

pemerintah di tingkat desa, kabupaten/kota, provinsi, dan pusat,” ungkap Deputi Bidang 

Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak (Kemen PPPA), Vennetia R. Danes pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional 

Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT PP-

TPPO) Tahun 2019 yang berlangsung pada 14 – 17 Oktober 2019 di Kota Kupang, Provinsi 

Nusa Tenggara Timur.  

Vennetia melanjutkan dengan mengangkat tema “Mari Bersama Kita Berantas TPPO” 

Rakornas tahun ini diselenggarakan sebagai wadah berbagi informasi tentang kebijakan-

kebijakan dan membahas isu-isu terbaru yang muncul dalam PP-TPPO, evaluasi 

kelembagaan Gugus Tugas PP-TPPO, membahas rincian modus-modus TPPO terkini, dan 

langkah strategis pencegahan dan penanganannya, serta mencari solusi bersama yang 

diperlukan untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada.  

Penanganan kasus-kasus TPPO melalui aksi yang sinergis antara anggota Gugus Tugas 

TPPO (pusat dan daerah) juga terus ditingkatkan. Hingga Agustus 2019, GT PP-TPPO juga 

telah terbentuk di 32 Provinsi dan 244 Kab/Kota. Pada tahun 2019 ini, Gugus Tugas TPPO 

telah berhasil memulangkan puluhan perempuan yang di trafficking ke Tiongkok dengan 

modus pengantin pesanan, penangkapan jaringan besar pelaku trafficking dengan modus 

pekerja migran ke negara Timur Tengah, penangkapan pelaku trafficking dengan modus 

pemberian beasiswa ke luar negeri, penangkapan pelaku trafficking untuk tujuan ekploitasi 

seksual antar provinsi atau di dalam wilayah tertentu di Indonesia yang korbannya sebagian 

masih usia anak.  

Selama tahun 2018, Bareskrim Polri menerima 95 Laporan Polisi terkait TPPO dengan 

jumlah korban sebanyak 297 orang yang terdiri atas perempuan dewasa 190 orang (64%), 

anak perempuan 18 orang (6%), laki-laki dewasa 79 orang (27%), dan anak laki-laki 10 

orang (3%).  Fenomena TPPO yang sering terungkap dalam persidangan adalah sebagian 

besar korban dipergadangkan untuk tujuan eksploitasi seksual (pelacuran dan pedofilia) 

dan eksploitasi tenaga kerja baik di dalam dan di luar negeri (bekerja di tempat-tempat 

kasar dengan upah rendah, seperti pekerja rumah tangga, pekerja di perkebunan, buruh, 

dll). 



Bareskrim POLRI mengidentifikasi ada 10 (sepuluh) rute perdagangan orang, Malaysia dan 
Singapura menjadi tempat transit dengan negara tujuan Timur Tengah. Rute yang 
dimaksud adalah sebagai berikut : 

1. Jakarta – Malaysia – Timur Tengah. 
2. Jakarta – Batam – Malaysia – Timur Tengah. 
3. Jakarta – Medan – Malaysia – Timur Tengah. 
4. Jakarta – Batam – Singapura – Timur Tengah. 
5. Bandung – Batam – Malaysia – Timur Tengah. 
6. Surabaya – Jakarta – Batam – Malaysia – Timur Tengah. 
7. Surabaya – Batam – Malaysia – Timur Tengah. 
8. Nusa Tenggara Barat – Surabaya – Jakarta – Pontianak – Malaysia – Timur 

Tengah. 
9. Nusa Tenggara Barat – Surabaya – Batam – Malaysia – Timur Tengah. 
10. Nusa Tenggara Timur – Surabaya – Batam – Malaysia – Timur Tengah. 

 
Kementerian Luar Negeri melaporkan pada tahun 2018 menangani 162 kasus Warga 

Negara Indonesia korban TPPO di luar negeri, dengan rincian: Timur Tengah 74 orang, 

Asia Timur dan Asia Tenggara 47 orang, Afrika 39 orang, serta Asia Selatan, Asia Tengah, 

Amerika Utara, dan Amerika Tengah masing-masing 1 orang. Sementara itu, Badan 

Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) memulangkan 

Pekerja Migran Indonesia Bermasalah (PMI-B) karena menjadi korban perdagangan orang 

sebanyak 31 orang, indikasi TPPO seperti dokumen tidak lengkap sebanyak 85 orang, dan 

Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) illegal sebanyak 21 orang. 

Deputi Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan, Kementerian Koordinator 

Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Ghafur Dharmaputra mengatakan usaha 

penanganan TPPO memerlukan strategi yang terstruktur, terukur, dan saling bersinergi 

antar sektor. Ada beberapa hal lain yang juga perlu diperhatikan, yakni penguatan 

kelembagaan, penguatan sistem, penegakan hukum, koordinasi, dan kerjasama lintas 

sektor. Peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam memberikan informasi awal 

kepada penegak hukum terkait indikasi terjadinya TPPO juga menjadi kunci utama dalam 

memerangi tindak kejahatan secara umum.  

”Walaupun sudah banyak kebijakan yang dihasilkan, namun implementasinya masih 

menjadi tantangan dalam pencegahan TPPO, pemberian perlindungan bagi korban, dan 

penegakan hukum bagi pelaku TPPO. Dari sisi pemerintah, tantangan yang dihadapi adalah 

masih kurang dan beragamnya pemahaman para pemangku kepentingan tentang kebijakan 

yang ada serta belum meratanya kapasitas dan kapabilitas para pengampu kepentingan di 

daerah,” tambah Ghafur.  

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Benediktus Polo Maing 

menyampaikan rasa terima kasih kerena telah memilih Kupang sebagai tempat 

pelaksanaan Rakornas GTPP-TTPO 2019. ”Provinsi NTT menjadi salah satu daerah dengan 

jumlah kasus perdagangan orang tertinggi di Indonesia. Kupang menjadi tempat transit 

bagi calon-calon korban perdagangan orang sebelum dikirim ke luar negeri. Kebanyakan 

dari mereka dipalsukan identitasnya, tidak memiliki keterampilan, atau pendidikan yang 

layak, sehingga sangat rentan jadi korban TPPO. Upaya pencegahan harus dilakukan salah 



satunya dengan peningkatan kapasitas perempuan atau sumber daya manusia serta 

menambah jumlah komunitas atau kelompok Anti TPPO untuk mendeteksi adanya potensi 

TPPO disekitar mereka,” ujar Benediktus.  

Benediktus menambahkan komitmen Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan 

penanganan (PP) TPPO juga masih beragam. Sebagian Pemda telah menunjukkan 

komitmen yang kuat sementara beberapa lainnya masih kurang. Tantangan lainnya adalah 

belum terbentuknya sistem pendataan yang terstruktur dan terintegrasi sesuai mandat 

Rencana Aksi Nasional PP-TPPO serta masih kurangnya koordinasi antar pemangku 

kepentingan terkait. Untuk itu, Pemerintah NTT akan terus berupaya untuk mendukung 

pencegahan dan pemberantasan TPPO khususnya di Kupang.  

Sinergitas seluruh pihak yang terkait harus memiliki interaksi yang berkelanjutan, saling 

terbuka, memiliki pemahaman dan visi yang sama, dan mengedepankan dialog dalam 

segala hal. ”Besar harapan melalui proses interaksi reguler ini akan muncul ide-ide kreatif 

dan inovatif dalam rangka pencegahan TPPO. Rakornas Gugus Tugas PP-TPPO ini 

merupakan salah satu upaya kami, selaku ketua harian sekaligus Sekretariat Gugus Tugas 

PP-TPPO tingkat pusat, untuk memfasilitasi interaksi tersebut. Untuk menghadapi semakin 

beragamnya modus baru dalam TPPO, kami meyakini pentingnya berbagi praktik terbaik, 

pengetahuan, dan upaya lintas bidang di tingkat nasional dalam penghapusan TPPO,” tutup 

Vennetia.  
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